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BUPATI PANDEGLANG

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 22TAHVN2O2T

TENTANG

PEDOMAN PEI,AKSANAAN PROMOSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG

a. bahwa untuk meningkattan kualitas promosi secara
berkeianjutan, efekrif dan efisien diperlukan promosi
yang terpadu dan terintegrasi serta untuk
-^-;-^1.^+l-^- 
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lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam
pelaksanaan promosi penanaman modal dan
produkljasa ungguian yang riimiiiki oieh Kabupaten
Pandeglang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan Peraturan
Bupati Pandeglang tentang Pedoman Pelaksanaan
Prc::rcsi.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 182,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
I\I^rnnr. aA 1 nl.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Moda-l (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 67, Tambzrhzrn
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
sebagaipo'"* telah diubeh terd.hir denger: Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(trembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
ii<;rnor 245, Tamrbairarr irrnbaran iicgara Rcpubiik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undane-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Informasi Pubiik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara
D.-, ll.lil- Inrln--aia \ta,t^r 4aa^l.



4. Undane-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran
I\Taaa+a l)--"klil. r-,1,1rrcai- \Tn.na* (dOd\'
rivEe. *

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 558)
.al'a-.i---a fel h rlirrl-ah hat arono Leli terekhir-- = 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tairurr 20 i4 ieni-ang Femcrirrtairarr Dacrair ii,crnbaralr
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kcrja (iani-rar arr iicgan.a RcpuLiik inriurresia Tairurr
2O2O Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Lcu i-alg, Pciayairan Pubiik (i,curLan arr iictsxa Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2O14 tentang Pedoman Pengembangan
Pr odr,iir, Uli6giilaii Da"r'alr (D., ita iic$irr=a Reyu'oliir
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 116);

9. Peraturan Kepa,la Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman dan Tata Cara
Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
I-l^---i^ 'I1^larrh /)n r O Trlarnnr (Oztl'

. rv4r4vr vg i,,

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Perangkat Daerah (lembaral Daerah
Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

l l. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeslang Nomor 3 Tahun 2011
l-entang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatcn
Pandeglang Tahun 2Oll-2O31 (Lembaran Daerah
IZo1-rrnaten p.r..t--1.-- Tohrrn CACO Nnrlnnr Dt::=L'-ii<.-:: : 

--;--:t^.^o

MEMUTUSI(Ai.i:

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROMOSI.

Nomor 6
Susunan

Kabupaten

Menetaokan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l Daerah adalah Kabupaten Pandegiang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3, Bupati adalah Bupati Pandegl,ang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.

.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Raiqyar Daerah ciaiam penyeienggaraan ijrrsan Pemerinahan yang
menjadi kewenangan daerah.

6. Penamanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal. baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

7. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan
penErn€unan modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan
penanzrm modal asing.

8. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk
menginformasikan, dan,/atau meyakinkan tentang potensi dal peluang
serta lklrm penanaman modal kepada pemangku kepentmgan balk dl
dalam negeri maupun luar negeri.

9. Potensi adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang
terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.

lO. Peluang adalah potensi 1'ang sudah siap untuk ditar+'arkan kepada calon
penanam modal.

11. Produk/jasa unggSrlan adalah produk/jasa yang potensial dikembangkan
paaia sliair,i oaeiair ueii8ajr irisuriiilr4ilLtlaji Duriir/gr alai a iariaru rta-tt ]Luurjcr
daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan.

12. Minat investasi adalah kecenderunganlkeinginan penanarn modai
mendaiami peiuang usaha untuk menanamkan modal di Kabupaten
Pandeglang.

13. Analisis adalah sebuah aktifitas memuat kegiatan memilah, mengurai,
membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut
kriteria tertentu lalu dicari, ditaksir makna dan kaitannya.

14. Sarana promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
atau media untuk menunjang kegiatan promosi.

15. Pameran adalah kegiatan yang diadakan dan/ atau diikuti baik di dalam
negeri maupun luar negeri dalam upaya memberikan informasi dan
ulgruPci r1.griiiiiaa-lr nch.rui Lcr ^all lJcrtcrlrd.rirdrr rtruLia, ua1r PI Uuun / Ji1sa1
unggulan yang siap ditawarkan.

16. Penerimaan Misi adalah kegiatan menerima kunjungan individual atau
sekelompok orang yang merupakan penanam modal potensial untuk
memperoleh informasi dan peluang serta iklim penanaman modal di
ilo}.rrnota-! Do-,la-l-ic



17. Forum Bisnis adalah kegiaian penvebaran informasi secara luas tentanq
potensi dan peluang serta iklim Penanaman modal yang diselenggarakan
dalam bentuk seminar dan/atau diskusi panel kepada pemangku
lzanaatiaaon L.aiL rii nalor- -,.".a-i .Ji Lror lreryer.irvPvirlrlrbcr uuia^. r4vDv. r

18. Tim Promosi Terpadu adalah kelompok ke{a yang terdiri dari unsur-unsur
keria Perangkat Daerah terkait yang mempunvai kewenang€n untuk
melaksanakan promosi.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakal promosi
pen€rnaman modal dan produk/jasa unggulan yang dimiliki Kabupaten
Pandeglang.

(2) Tu.iuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adaiah untuk meningkatkan
kualitas promosi secara berkelanjutan, efektif dan efrsien dan
dilaksanakan secara terpadu dalam satu wadah.

BAB iI

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Tim Promosi Terpadu:

b. perumusan strategi promosi;

c. penyediaan sErr€uta promosi: dan

d. pelaksanaan promosi.

BAB IiI
TIM PROMOSI TERPADU

Pasal 4

(1) Tim Promosi Terpadu merupakan gabungan Perangkat Daerah yang
melaksanakan promosi penanaman modal dan produk/jasa unggulan yang
dimlllkr Kabupaten Pandeglang dan dltetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Dalam melaksarakan promosi sebagaimana dimaksud avat (1) Tim
Tr--* ^ -.:,rr^-- - .,, - -- ---:l:1-: a- - -- - - ^1. - -^.: r-^-.:!-- -r-i iiJuiLrsi iLrPa,uLr iliui-ruuAr luBaD sL uctliar r,,i-llr\ul.

a. perumus€rn strategi promosi;

b. penvediaan sarana promosi:

c. pelaksanaan kegiatal promosi penanamzrn modal dan produk/jasa
unggulan yang dimiliki Kabupaten Pandeglang; dan

d. fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan promosi.



[3) Susunan Tim Promosi Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

a. pembina;

b. pengarah:

c. ketua;

d. sekretaris: dan

e. anggota.

f4'l Tim Promosi Teloadu sebagaimana dimaksud ayat {1) daiam
meiaksanakan tugas dibantu oieh Tim Sekreiariat yang berasal dari unsur
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

(1) Tim Promosi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri
dari unsur perangkat daerah dan dibagi dalam kelompok kerja yaitu:

a. keiompok kerja oerencanaan promosi:

b. kelompok Kerja Sarana dan Prasarana; dan

c. keiompok kerja oromosi.

(2) Kelompok kerja perencanaan promosi sebagaimana dimaksud ayat (l)
huruf a terdiri dari:

a. unsur perangkat daerah Sekretariat Daerah;

b. unsur pcrangkat daerah Badan Pcrencanaan Pembangunan Daerah;

c. unsur perangkat daerah Dinas Penanamal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; darr

d. unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi Informal-ika Sandi dan
Statistik;

{3i Kelompok kerja sarana dan prasarana sebagimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:

a. unsur perangkat dae::ah Sekretariat Daerah;

b. unsur perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

c. unsur perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. unsur perangkat daerah Dinas Pekerjaan umllm dan Penataan Ruang;

e. unsur perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permui<iman dan
Pertanahan;

f. unsur perangkat daerah Dinas Penndustrran, Perdagangan dan ESDM;

g. unsur perangkat daerah Dinas Koperasi dan UMKM;

h. unsur perangkat dacrah Dinas Pertanian;

i. unsur perangkat daerah Dinas Perikanan;

j. unsur pcrangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup;

k. unsur perangkat daerah Dinas Perhubungan; dan

i. unsur perangkat daerah Dinas Pariwisata; dan

m. unsur perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan.

(4) Kelompok kerja promosi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:

a. unsur perangkat daerah Sekretariat Daerah;



b. unsur perangkat riaerah Dinas Penanaman Modai dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu;

c. unsur perangkat daerah Dinas Pariu'isata;

d. unsur perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan cian tsSDM;

e. unsur perangkat daerah Dinas Koperasi dan UMKM;

f. unsur peralrgkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan
Statistik; dan

g. administrator Kawasan Ekonorni Khusus Tanj urrg Lesurrg.

Pasai 6

(1) Kelompok kerja perencanaan, evaluasi dan analisa promosi sebagaimana' ' dimakiud dalam Pasal 5 a5.'at (1) huruf a bertugas melaksanakan
perLrmusan strategi promcsi untuk mendorong peningkatan minat
p.rr"na*"t modal dan produk/jasa unggulan yang dimiliki Kabupaten
Pandeqiang.

(2) Kelompok kerja sarana dan prasarana sebagaimana dimalsud dalam Pasal' ' s ayai (1) hur';f b bertugas melaksanakan penyediaan sarana prcmcsi
berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendulo:ng
pelaksanaan kegiatan promosi.

l3i Keiompok keria promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 5 ayat (i'i
huruf c bertugas:

a. melaksanakan kegiatan promosi penanarnan mcdal dan produk/jasa
ungguian yang dimitiki Kabupaten Pandeglang; dan

b- fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan promosi;

TJATJ I V

PERUMUSAN STRATEGI PROMOSI

Pasal 7

Perumusan strategi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
meliputi:

a. Penyusunan rencana kerja dan target kerja promosi; dan

b. Penlrrsunan analisis potcnsi dan peluang investasi.

Pasai 8

Penyusunan rencana kerja dan target kerja promosi sebagaimana dimaksud
Pasal 7 hun:f a dilak-r:kan melalul beberapa tahap yang meliputi:

a. Penetapan rencana kerja triwuian, semester dan tahunan;

b. Penetapan target kerja prornosi;

c. Koordinasi dan pembahasan secara berkala; dan

d. Anaiisis, Evaliiasi dal pelaporan pelaksanaan promosi;



Pasal 9

Penyusunan analisis potensi dan peluang investasi sebagaimana dimaksud
Pasal 7 huruf b dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi:

a. identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi;

b. pcnyusunan analisis potensi dan pcluang investasi; dan

c. penJrusunan analisis potensi produk/jasa unggulan;

Pasal 1O

(l) Identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf a meliputi:

a. sektor prioritas investasi yang terdiri dari:

1. peruntukan pertanian;

2. peruntukan perikanan;

3. peruntukan industri: dzrn

4. peruntukan pariwisata dan industri kreatif'

b. sektor pendukung investasi yang terdiri dari:

I . perdagangan barang dan jasa;

2. permukiman:dan

3. pelaku usaha kecil dan menengah

(2.I Identifrkasi sektor dan wiiayah prioritas promosi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:

a. dokumen perencanaarr penemaman modal nasional dan daerah jangka
panjang, menengah maupun rencana kerja talrunan, serta sumber
informasi terkait penanaman modal lainnya;

b. dokumen perencanaan lainnva serta sumber informasi terkait
perencanazrn kewilayahan lainnya; dan

c. tren dan isu-isu strategis penanarnan modal da:ri berbagai sr'.rmber

inlormasU

(3) Dokumen Perencanaan Lainnya sebagaimala dimaksud pad'a ayal (21

-^----l-^_ 
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a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

b. Rencana Pembagunan Jangka Menengah TRPJM):

c. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

d. Rencana Umum Penanaman Modai IRUPM) Kabupaten:

e. Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RIPID);

f. Rencana Induk Pariwsata Daerah (RIPDA):

g. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

h. Lahan Pansan Pertanian Berkelan-'iutan (LP2B):

i. Rencana Induk Jaringan t alu Lintas dan Angkutan Jalan (RILD);

i. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Perumahan (RP3KP); dan

k. Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).



(4) Dokumen sebasaimana dimaksud ayrat (3i disusun dan disediakan oieh
Perangkat Daerah teknis terkait sesuai ciengal kewenangan dan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

Penyrrsunan analisis potensi dan peluang investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf b meliputi data variabel paling sedikit:

a. deskripsi singkat seografis dan demografi:

b. legalitas kesesuaian ruang dan teknis;

c. nzuna dan -ienis potensi investasi:

d. lokasi (Kecamatan, Kelurahan/ Desa);

e. bidang Usaha Kiasilikasi Baku t apangan Usaha Indonesia (KBLII sesuai
peruntukan ruang;

f. estimasi kebutuhan investasi;

g. produk yang dihasilkan;

h. perkiraan kebutuhan luas lahan;

i. status kepemilikan lahan saat ini;

i. aspek lingkungan:

k. pola/ skema investasi; dan

l. daya dukung ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 12

Penyusunan analisis produk/jasa unggulan sebagaimana dimaksud dalam
pasal t huruf c berupa Produk unggulan Daerah (PUD) dan destinasi s'isata
yang meliputi data variabel paling sedikit:

a. deskripsi singkat produk/ jasa unggulan mengenai jenis-jenis produk /jasa
___._ _, l:--.- -----rt--.-.y4irEi urLrrrEEiurAclrrt

b. deskripsi daya tarik jenis produk unggulan daerah dan daya tarik ke khas-
anlkeunikan:

c. data dan identitas pelaku usaha produk/jasa unggulan;

d. iokasi dan -iarak tempuh peiaku usaha proriuk/.iasa ungguian:

e. kapasitas produksi/jasa unggulan;

f. estimasi harga juai/biaya kunjungan produk/-iasa ungguian:

g. fasilitas pendukung yang disediakan; dan

h. kebutuhan dan kesiaoan keriasama densan oelaku usaha.

Pasai 13

(1) Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

disusun berdasarkal kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

(2) Penentuan Produk Ung5glan Daerah {PUD) dilaksanakan mengpgna}an
iilcforfe airaiisa Dcr traSiiKi.ii iiiia-iia se-aBaiiiraiia urluci-i(s ul-i Pd.Lrd. d.-y aL tr,
dan dilakukan penilaian oleh Tim Verilikasi Produk Unggulan Daerah
(PUD) yang ditetapkan dengan Keputusa::r Bupati'



i3j Produk Ungrulan Daerah (PUD} sebagaimana <iimaksuri pada avat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEIIYEDIAAN SARANA PROMOSI

Pasal 14

(1) Penyediaan sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
dilakukan melalui betrerapa tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi materi sarana promosi dengan mempertimbangkan:

f . informasi terkait penanaman modal dan produkljasa unggulan;

2. sektor dan wilayah prioritas promosi; dan

3. pertimbanqan strategis lain yang meniadi prograrn pemerintah daerah'

b. Penyusunan materi sarana promosi;

c. Penentuan format sarana promosi dalam bentuk cetak dan/atau
eiektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana promosi;dan

d. Pembuatan desain sarana promosi dalam bentuk media cetak dan
elektronik berdasarkan lbrrnat yang telah ditentukan;

(2) Penyediaan sarara promosi sebagaimana dima-ksud ayat (1) diLaksaiakan
- h:.-- !\'.------: 'i-.----!--Gaii oisepaaau -sr siirira riili i-ruurusl -r sr Pa(l!r.

Pasai i5
Materi sarana promosi sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat
memuat informasi terkeit:

a. prosedur perizinan penanaman moda-l;

b. iklim penanaman modal;

c. potensi dan peluang penanarnan modal;

<i. insentif penanaman modal; dan

e. biaya melakukan usaha.

Pasal 16

Format sarana promosi dalam bentuk cetak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c dapat berupa:

a. selebaran;

b. poster;

c. banner, spanduk, dan baliho;

<1. buku informasi;

e. Papan informasi I panel intrepertasilinteraktif;

f. Iklan koiom daiam surat kabar danlatau majalahl cian

g. bentuk iklan/promosi media cetak lainnya.



Pasal 17

(1) Format sarana promosi dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud
dala:n Pasal 14 huruf c dapat berupa:

a. ikian atau siaran mela-iui media teievisi;

b. konten melalui media sosial;

c. konten melalui sittts ueb;

d. kolom dalarn surat kabar dan/atau maialah onlirrc;

e. bentuk lain melalui media elektronik lainnya.

f. Iklan koiom ciaiam surat kabar dan/atau maiaiahl dan

g. bentuk iklan/ promosi media cetak lainnya.

(2) Media sosial dan situs uebsite sebasaimana dimaksuci pada avat i1) huruf
b dan huruf c adalah media sosial dar. utebsite khusus promosi Kabupaten
Pandeglang.

BAB Vi

PELAKSANAAN PROMOSI

Pasal 19

Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a. pubiikasi informasi meialui sarana promosi:

b. penyelenggaraan dan/ atau partisipasi pada pameran penan€unan modal
dan produkl jasa unggulan;

c. seminar, forum bisnis dan/ atau pertemuan tatap muka;

d. penerimaan misi dan/atau pendampingan penanaman modal;dan

e. penyelenggaraan perwakilan diluar daerah dalam negeri dan diluar negeri;

Pasai 2O

(1) publikasi informasi melalui sarana promosi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a dilakukan meliputi:

a. pendistribusian melalui pameran, seminar, lbrum bisnis, pertemuan
tatap muka, penerirnaal misi darr./ atau pendarnpingpn penanamarr
---.J-!-rrl\Jtlafl,

b. penayangan iklan melalui media cetak dan elektronik pada skala
nasionai dan internasionai: dan

c. pengelolaan situs website dan media sosial promosi.

Pasa-l 18

(1) Pcnl'cdiaan pengadaan sarana dan prasarana promosi dapat dilaksanakan
oleh Tim Sekretariat dan/ atau Perangkat Daerah terkait.

(.2.1 Website khusus promosi Kabuoaten Pandeeiang 5sfagaimana dimalsud
dalam Pasai 17 ayat (2) diiaksanakan dan dikeloia oleh Tim Sekreiariat.



i2'l Penyeienggaraan dan/atau partisipasi oada oameran Denanarnan modai
dan produkTjasa ungguian sebagaimana dimaksud daiam Pasai i9 huruf b
dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. pen)'usunan rencana peny'elenggaraan dan/ atau partisipasi pameran di
dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah
prioriias promosi seria isu strategis iainnyal

b. penentuan tema dan/ atau penyiapan materi pameran;

c. penyiapan konsep desain pameran sesuai dengan tema pameran:

d. koordinasi persiapan penyelenggaraan dan/atau partisipasi
pameran;dan

e. pelaksanaan penyelenggaraan dan/ atau partisipasi pamerzrn.

(3) Seminar, forum bisnis dan/atau pertemuan tatap muka sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui beberapa tahapan
sebagai berikut:

a. penentuan tema. potensi penanaman modal serta proyek yang siap
untuk dipromosikan berdasarkan sektor dan wiiayah prioritas promosi
serta isu dan proyek strategis lainnya;

b. penentuan lbrrnat dan target hasil kegiatan promosi;

c. penentuan target penana,m modpl dan produk/jasa unggulan;

d. koordinasi persiapan dengan instansi, lembaga dan pcmangku
kepentingan terkait;dan

e. peiaksanaan seminar, forum bisnis dan/ atau pertemuan tatap muka.

(4) Penerimaan misi dan/ atau pendampingan penanaman modal sebagaimana
Cimaksud dalarn Pasal 19 huruf d dilakukan melalui beberapa tahapan
sebagai berikut:

a. koordinasi penerimaan danf atau pendampingan misi;

b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi penanalnafl
modal dan peluang penanaman modal serta kebijakan penanaman
modal di Kabuoaten Pandeeiang sesuai dengan subtansi yang
diharapkan oieh penanam modai;

c. penyelenggaraan pener-imaan misi dan f atau pendampingan misi
penanarnan modal; dan

d. daLam hal pendampingal misi penanam modal, dapat difusilita-si
.7-.-'.--- .-:!- ^t- r-,-!--:a .].: .-.---+ l-.-- )----1- --.-.- l--==.:--------peiieiiuaii ileiigaii Piira-ri aeaiiaia -i Piisai uaji uaciari scl i-a raulrJurri<drr

ke lokasi.
(5i Penyeiengqaraan perwal<iian diiuar daerah daiam neseri dan ciiiuar neeeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e ciiiakukan meiaiui
beberapa tahapan sebagai berikut:

a. penyelenggaraan dan pembukaan kantor perwakila-n diluar Caerah
dalam negeri dapat dilakukan setelah melakukan Memorandum of
Understanding (MoUi rian/ atau Perjan-iian Kerja Sama (PKS): dan

b. penyelenggaraan perwakilan diluar negeri dapat dilaksanakan setelah
berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 2 I
(1) Anggaran biaya pelaksanaan Tim Promosi Terpadu dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selaku Tim Sekretariat.

(2) Anggaran biaya yang diperlukan selain biaya pelaksanaan Tim Promosi
Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah pelaksana promosi;

PasaJ22

Perencanaan penganggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang
ditakukan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Tim Promosi
Terpadu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pandeglang.

Ditetapkan di

pada tanggal

BUPATI

Pandeglang

EGLAI6,

IRN ARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal ,1 -'^:- 2'D'
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

PE SANUDIN
r

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 22
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LAMPIRAN PERATURAN
BUPATI PANDEGLANG

NOMOR

TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROMOSI

KRITERIA PRODUK UNGGULAN DAERAH {PUD)

1. PENYERAPAN TENAGAKERJA

Penyerapan tenaga kerja produk unggulan daerah diproduksi dengan
memanfaatkan tenaga kerja terampil didaerah produksi sehingga
memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi
masyarakat

2. SUMBANGAN TERHADAP PEREKONOMIAN

Sumbangan terhadap perekonomian merupakan produk yang memiliki
nilai ekonomis, memberikan manfaat bagi konsumen, memilki keterkaitan
ke depan dan kebelakang, memberiii efek berganda ekonomi dan
sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh pemangku
kepentingan dan daerah yang memproduksi produk unggulan tersebut.

3. SEKTOR BASIS EKONOMI DAERAH

Sektor basis ekonomi daerah merupakan produk unggulan daerah yang
masuk dalam kategori kelompok sektor basis dalam PDRB dan
memberikan kontribusi terbesar dalam ekonomi daerah.

4. DAPATDIPERBAHARUI

Dapat diperbaharui memberi makna bahwa produk unggulan daerah
bukan barang tambang dan memanfaatkan bahan baku yang dapat
diperbaharui dan ramah lingkungan, barang tambang tidak dapat
dimasukan sebagai produk unggulan daerah meskipun saat ini memberi
kontribusi ekonomi yang besar bagi daerah.

5. SOSIAL BUDAYA

Unsur sosial budaya dalam menciptakan, memproduksi, dan
mengembangkan prosuk unggulan daerah adalah menggunakan talenta
dan kelembagaan masyarakat yang dibangun dan dikembangkan atas
dasar kearifan lokal yang bersumber pada ciri khas dan warisan budaya
turun temurun serta kondisi sosial budaya setempat.

6. KE.TERSEDIAAN PASAR

Ketersediaan pasar adalah kemampuan produk unggulal daerah untuk
terserap pada pasar lokal, regional dan nasional serta berpotensi untrrk
memasuki pasar global.

7. BAHANBAKU

Bahan baku terjamin ketersediaannya dengan perolehan harga yang
kompetitif, terjamin kesinambungannya serta ramah lingkungan.

8. MODAL

Modal adalah ketersediaan dan kecukupan dana bagi kelancaran usaha
untuk kebutuhan investasi dan modal kerja.



9. SARANADANPRASARANA

Sarana dan prasarana produksi adaah kemudahan bagi pengusaha
produk unggulan daerah untuk memperoleh saran a dan prasErr€rna
produksi pada tingkat harga yang kompetitif dan mudah diperoleh.

10. TEKNOLOGI

Teknologi yang relevan, tepat guna dan terdapat unsur yang tidak mudah
ditiru.

11. MANAJEMENUSAHA

Manajemen usaha merupakan kemampuan mengelola usaha secara
profesional dengan memanfaatkan talenta dan kelembagaan masyarakat.

12. HARGA

Harga merupakan kemampuan memberi nilai tambah dan mendatangkan
laba usaha.
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